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bahwa  berdasarkan  pertimbangan - Sebagaimaﬁa .
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur {entang Pencabutan

Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan
Pelatihan  Pertanian  Provinsi Kalimantan  Barat
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6. Peraturan Menteri Dalam Negéri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berlta, Nega.ra*' L

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomm 451)
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Pasal 1

Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Provinsi Ka}lmzmtan Barat {Berita Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah diubahi o
dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahur 2021 Tentang Pertibahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembeﬁ‘cukan Susunan
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Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan
tidak berlak v, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan
Pelatihan Pertanian Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang melaksanakan Urusan Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan
dan Hortikultura;

2. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanalkan tugas pada Unit Pelaksana Teknis
Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Provinsi Kalimantan Barat tetap
melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru dari Pejabat
Pembina Kepegawaian, dan

3. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pembiayaan, peralatan dan
dokumen yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan
Pelatihan Pertanian Provinsi Kalimantan Barat menjadi tanggung jawab
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusnan Pertanian Sub Sektor
Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 un ol
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